PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 74 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF
DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
DI KAWASAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas kehidupan dan penyediaan permukiman yang layak terutama bagi golorigan masyarakat berpenghasilan menengah bawah di kawasan perkotaan, perlu dilakukan percepatan pembangunan rumah susun scderhana sebagairnana diamanatkan dalarn Keputusan Prcsidcn Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana sebagairnana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan kernudahan perizinan dan insentif guna percepatan pembangunan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Kernudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2.
Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1992 tentang Perurnahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gcdung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pcdoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN.
BAB  I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. 
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyclenggara pemerintah daerah.
2. Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disebut Rusuna adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama dan diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
3. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
4. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
5. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
6. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun yang dibenluk oleh perhimpunan penghuni yang berbentuk badan hukum dan profesional.
7. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah Perhimpunan yang anggotaiiya adalah Kepala Keluarga penghuni satuan rumah susun yang bersangkutan dan selanjutnya disebut perhimpunan.
8. Masyarakat berpenghasilan menengah bawah adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah suatu nilai tertentu, sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Kumuh Perkotaan adalah suatu kawasan di perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkmkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
11. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil perencanaan tata ruang yang disusun berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan perkotaan yang batas-batasnya ditetapkan berdasarkan kriteria dan klasifikasi.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ pengembang di bidang pembangunan rumah susun sederhana, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha dan hal lain yang terkait.
15. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi NAD dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
16. Pemberian kemudahan perizinan dan insentif adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada pengembang pembangunan Rusuna antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi, keringanan biaya dan kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan Rusuna.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengembangan, pemantapan, pemantauan evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.
18. Pembinaan teknis adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan Rusuna dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.
19. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan, penerapan dan penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap pemberian kemudahan perizinan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Pengembang adalah perusahaan yang mengemban tugas untuk menyediakan lingkungan permukiman yang sehat dan membangun perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
21. Pengesahan Pertelaan adalah pengesahan oleh Pemerintah Daerah atas pertelaan yang telah jelas dan benar menerangkan tentang pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal.
22. Akta pemisahan satuan rumah susun adalah akta pemisahan atas satuan rumah susun yang harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni serta warkah-warkah lainnya.
BAB  II 

PRINSIP
Pasal 2
Pemberian kemudahan perizinan dan insentif dalam pembangunan Rusuna di kawasan perkotaan, dilakukan dengan prinsip :
a.  
keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk memenuhi kebutuhan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan;

b. mendorong keterlibatan pengembang untuk pembangunan Rusuna;

c. pengurangan kawasan kumuh di kawasan perkotaan.
BAB   III 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUSUNA
Pasal 3
Untuk mewujudkan percepatan  pembangunan Rusuna,  Pemerintah Daerah melakukan:
a.
pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusuna tingkat Daerah, yang diketuai oleh Gubernur, beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha;

b.
penyusunan Peraturan Daerah yang mendorong percepatan pembangunan Rusuna;
c.
penentuan dan penetapan lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria yang diperuntukan bagi pembangunan Rusuna; dan
d.
pemberian kemudahan perizinan dan insentif kepada pengembang untuk membangun Rusuna.
BAB IV 

PERIZINAN DAN INSENTIF
Bagian Kesatu 

Jenis  Perizinan

Pasal 4
Jenis kemudahan perizinan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengembang Rusuna, antara lain :
a. 
izin status hak atas tanah dan pemanfaatannya;
b. 
Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) Rusuna;
c.
izin prinsip dan/atau izin lokasi pembangunan Rusuna;

d. 
pcnyederhanaan dan percepatan persetujuan arsitektur;
e.
penyedcrhanaan dan percepatan prosedur izin uji beban (loading test) dan Izin Pendahuluan (IP);
f.
penyederhanaan dan percepatan prosedur pengesahan pertelaan dan akte pemisahan;
g. 
penyederhanaan dan percepatan sertifikasi rusun; dan
h.
penyederhanaan prosedur penetapan lokasi konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah bersama melalui konsolidasi tanah.
Bagian Kedua 

Jenis Insentif
Pasal 5
Jenis insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengembang Rusuna, antara lain:
a. keringanan biaya retribusi atas izin mendirikan bangunan IMB) untuk pembangunan Rusuna;
b. pemberian izin secara cepat, tepat, dan murah;
c. penyediaan lokasi atau tanah negara berupa tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah-tanah terlantar yang dikuasai pemerintah daerah;
d. membantu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk Rusuna;
e. pemberian izin Koefisien Luas Bangunan (KLB) sampai dengan 6,0 (enam koma nol) sepanjang memenuhi keserasian lingkungan dan ketentuan teknis lainnya, khususnya pada kawasan yang memerlukan penempatan kembali (resettlement).
BAB V

KRITERIA PENGEMBANG RUSUNA
Pasal 6
Pengembang   yang   memperoleh   kemudahan   perizinan   dan   insentif  untuk membangun Rusuna, harus memenuhi kriteria aiitara lain :
a.
Rusuna yang dibangun dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang ditetapkan bersama antara Pengembang dan Pemerintah Daerah;
b.
Rusuna yang dibangun sesuai dengan keserasian lingkungan yang terintegrasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP); dan
c.
pada lokasi rusuna disediakan fasilitas usaha dan perbelanjaan.
BAB VI 

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 7
Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pemberian kemudahan perizinan dan insentif dalam percepatan pembangunan Rusuna.
Pasal 8

Dalam penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui :
a.  pelibatan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan Rusuna yang terdiri dari masyarakat calon pemanfaat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pengembang dan instansi yang terkait dengan pembangunan Rusuna; dan
b.  uji publik untuk mcndapatkan masukan terhadap penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Substansi   yang   dimuat   dalam   Peraturan   Daerah   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 7, mcliputi:
a.
aspek teknis, berkaitan dengan jenis kemudahan dan insentif seperti percepatan waktu penyelesaian izin, penyederhanaan persyaratan dan keringanan biaya, serta indikator evaluasi;
b.
aspek administrasi, berkaitan dengan penetapan instansi yang berwenang menangani perizinan, pengesahan pertelaan layak huni dan akta pemisahan satuan Rusuna serta pernbentukan dan pengesahan perhimpunan penghuni rumah susun;
c. 
pengaturan mengenai prasarana,   sarana dan utilitas umum Rusuna;
d.
aspek mekanisme dan bentuk penanganan pengaduan masyarakat (PPM) dalam penyelenggaraan pembangunan Rusuna;
e.
pengaturan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS);
f.
pengaturan pengesahan akta pemisahan dan pertelaan serta sertifikasi satuan rumah susun; dan
g.
laporan kegiatan pembangunan Rusuna yang dilakukan oleh pengembang, dan sanksi administratif.
BAB  VII 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10
(1)
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemberian kemudahan perizinan dan insentif dalam percepatan pembangunan Rusuna di Kawasan Perkotaan.
(2)
Gubernur melakukan pembinaan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Rusuna di kawasan perkotaan.
(3)
Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pengembang Rusuna yang memperoleh kemudahan perizinan dan insentif.
Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
Pasal 12

(1)
Bupati/Walikota  melakukan  pengendalian  atas  pemberian  kemudahan perizinan dan insentif pembangunan Rusuna.

(2)
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi/dinas berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VIII 

EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

(1)
Pemcrintah Daerah melakukan evaluasi lerhadap pemberian kemudahan perizinaii dan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)
Pernerintah Daerah meninjau kembali kemudahan perizinan dan insentif yang diberikan setelah dilakukan evaluasi.
(3)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 14

Evaluasi terhadap pclaksanaan pcmbangunan Rusuna, meliputi:
a.
kemajuan eapaian pernbangunan yang dilakukan pengembang dilihat dari sisi kebutuhan dan ketersediaan;
b.
kendala yang dihadapi dalam pernbangunan;
c.
ketepatan sasaran pemanfaat yang menjadi prioritas pernbangunan Rusuna;
d. efektivitas peraturan yang dikeluarkan oleh Pernerintah Daerah; dan

e. tingkat partisipasi pengembang Rusuna di daerah yang bersangkutan.
Pasal 15

(1)
Bupati/Walikota mcnyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai kemajuaii pernbangunan Rusuna di daerahnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)
Gubernur
melaporkan pernbangunan Rusuna kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pernbangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, melalui Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Desember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MARDIYANTO

